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ABSTRAK

Banyaknya objck tanah yang belum didaftarkan hak atas tanahnya alias belum
bersertipikat membawa beragam kemungkinan terhadap perbuatan hukum yang
dapat dilakukan bagi objek tanah tersebut, seperti penjaminannya dalam perjanjian
utang piutang. Penelitian ini mengkaji akibat hukum dan perlindungan hukum yang
dapat diberikan bagi pihak kreditur dalam penjaminan tanah yang belum
bersertipikat terhadap perjanjian utang piutang. Penelitian ini bersifat normatif dan
menggunakan studi kepustakaan dengan bahan hukum primer, sekunder, hingga
tersier dan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekafan
konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan penjaminan tanah
yang belum bersertipikat dimungkinkan apabila mengacu pada ketentuan Pasal 10
ayat (3) UU Hak Tanggungan. Namun, perlu diperhatikan apakah proses sertifikasi
tanah tersebut akan berlangsung sccara lancar atau secbaliknya karena akan
membawa akibat hukum yang merugikan pihak kreditur dan beresiko dalam
menerima prestasinya, termasuk eksekusi terhadap objek jaminan berupa tanah
vang belum bersertipikat tersebut apabila debitur wanprestasi. Maka dari itu,
dibutuhkan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur, baik secara preventif
maupun perlindungan represif yang dapat melindungi pemenuhan hak dari kreditur
itu sendiri. Saran bahwa perbankan harus sangat memperhatikan langkah-langkah
preventif sebelum menyalurkan kredit kepada calon debitur dan perlunya
pengkajian ulang terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (3) jo. Pasal 15 ayat (4) UU Hak
Tanggungan terkait jangka waktu berlakunya SKMHT yang relatif singkat.

Kata kunci: Hak tanggungan; Kreditur; Penjaminan tanah; Utang Piutang
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjanjian merupakan salah satu peristiwa hukum yang selalu timbul
dalam kehidupan sehari-hari dan memberikan konsekuensi hukum yang
mengikat para pihak di dalam suatu hubungan hukum. Menurut salah satu ahli
hukum ternama, yaitu R. Soebekti dalam (Sriwidodo, 2021) menyatakan
bahwa Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada
orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu
hal.! Secara spesifik, perjanjian diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai Perikatan (Van
Verbintenissen) pada Pasal 1313, yang berbunyi: “Suatu perjanjian
(persetujuan) adalah satu perbuatan dengan mana satu orang, atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Salah satu bentuk perjanjian yang dekat dengan kehidupan sehari-hari
ialah perjanjian utang piutang sebagaimana dimaksud pada Pasal 1754 Kitab
KUHPerdata, yang berbunyi: “Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan
mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah
tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian,
dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan

jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

! Joko Sriwidodo dan Kristiawanto, Memahami Hukum Perikatan, Yogyakarta: Kepel Press,
2021, him. 104.



Di dalam setiap perjanjian terdapat “para pihak” yang melaksanakan
hak dan kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Begitu juga halnya dalam
perjanjian utang piutang, terdapat 2 (dua) pihak utama yaitu pihak yang
memberikan pinjaman atau yang sering disebut memiliki piutang dan
dinamakan sebagai Kreditur. Di sisi lain, pihak yang meminjam atau yang
memiliki utang dinamakan sebagai Debitur dalam perjanjian utang piutang ini.

Kompleksitas  kebutuhan  manusia  berkembang  mengikuti
perkembangan zaman. Meningkatnya hal tersebut menciptakan beragam
kondisi finansial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari manusia.
Beberapa akibatnya adalah terciptanya utang dan peristiwa dimana Debitur
mengalami gagal bayar utang kepada Kreditur yang kemudian akan
menimbulkan berbagai kondisi, salah satunya adalah timbulnya perjanjian
tambahan (accesoir), yaitu perjanjian penjaminan dengan tujuan pelunasan
utang sebagai perjanjian utama. Pemberian jaminan sebagai salah satu cara
pelunasan utang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 KUHPerdata yang
menyatakan bahwa segala kebendaan milik si berutang, baik yang bergerak
maupun tidak bergerak, begitu juga dengan benda yang sudah ada maupun akan
ada dapat menjadi tanggungan bagi perikatan perseorangannya.

Perjanjian penjaminan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu perjanjian
penjaminan umum dan perjanjian penjaminan khusus. Jaminan umum
merupakan jenis jaminan yang sebagaimana telah ditentukan oleh undang-
undang, tanpa diperjanjikan secara khusus oleh para pihak (Kreditur dan

Debitur) yang berarti Kreditur memiliki hak verhaal atas segala benda yang



berada di bawah kepemilikan Debitur. Sementara, untuk jaminan khusus
merupakan jaminan yang terbentuknya melalui perjanjian penjaminan secara
khusus oleh para pihak (Kreditur dan Debitur) dimana jaminan khusus hanya
tertuju pada benda-benda khusus milik Debitur dan hanya ditujukan kepada
kreditur tertentu (khusus).

Terdapat 2 jenis benda yang dapat dijadikan objek dalam penjaminan
yang bersifat khusus, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak.
Pembagian terhadap jenis benda ini akan membawa konsekuensi kepada jenis-
jenis jaminan yang akan dipasangkan terhadap benda-benda tersebut. Sebagai
contoh, terhadap jaminan atas benda bergerak seperti gadai dan fidusia. Di sisi
lain, jaminan atas benda tidak bergerak adalah hak tanggungan, hipotik, dan
creditverbaand.®

Salah satu objek jaminan yang paling populer ialah objek berupa tanah
maupun bangunan di atasnya, yang pada umumnya dijaminkan dengan surat
berharga berupa sertipikat kepemilikan atau yang sering disebut sebagai
Sertipikat Hak Milik (SHM). Penjaminan objek berupa tanah dapat dilakukan
dengan mekanisme penjaminan benda tidak bergerak yang disebut Hak
Tanggungan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996
tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan
Dengan Tanah (UU HT). Hak tanggungan merupakan suatu hak yang

memberikan kepastian hukum bagi Kreditur melalui pemberian kewenangan

2 M. Khoidin, Hukum Jaminan (Hak -Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak
Tanggungan), Yogyakarta: Laksbang Yustitia, 2021, hlm. 11.
8 Ibid., him. 14.



kepada Kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan berupa tanah dengan cara

pelelangan.*

Mekanisme hak tanggungan merupakan salah satu jenis
penjaminan yang memberikan rasa aman bagi Kreditur sebagai pihak yang
berpiutang dikarenakan dalam hal terjadinya gagal bayar utang atau
wanprestasi oleh Debitur, maka Kreditur dapat secara langsung mengambil
seluruh maupun sebagian dari hasil lelang objek hak tanggungan guna
pemenuhan hak nya dalam perjanjian utang piutang.

Objek hak tanggungan berupa berbagai jenis hak yang dapat menjadi
tanggungan bagi suatu perikatan, dalam hal ini penjaminan yang dapat
dilakukan melalui adanya sertipikat terhadap hak tersebut. Adapun berbagai
bentuk hak tersebut ialah:

a. Hak Milik (Pasal 25 UUPA)
b. Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA)
c. Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA)

d. Hak pakai atas hak milik negara (yang menurut sifatnya dapat

dipindahtangankan).®

Pasal 5 ayat (1) UU HT menyebutkan bahwa suatu objek hak
tanggungan tidak hanya dapat dibebani terhadap satu hak tanggungan. Namun,
dengan tujuan penjaminan pelunasan lebih dari satu utang, maka suatu objek

hak tanggungan bisa dibebani terhadap lebih dari satu hak tanggungan.

4 T Ketut Oka Setiawan, Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan, Jakarta: Sinar
Grafika, 2019, hlm. 98.

5 Agustia Tria (et.al), “Kepastian Hukum Objek Hak Tanggungan Belum Terdaftar Sebagai
Jaminan Hak Tanggungan”, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 4 No. 2,2019, hlm. 242.



Kemudian, dalam prosedur pemberian Hak Tanggungan juga memiliki
beberapa persyaratan, seperti halnya pemberian Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) bagi Debitur yang telah memiliki sertipikat tanah. Hal ini
tidak menutup kemungkinan bagi Debitur yang belum memiliki Sertipikat
tanah untuk melakukan penjaminan melalui mekanisme hak tanggungan.
Debitur dapat menyerahkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan
(SKMHT) yang kemudian akan diikuti dengan pemberian Akta Pemberian Hak
Tanggungan (APHT) sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 ayat
(4) sebagai berikut: “Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai
hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta
Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah

diberikan.”

Adanya sertipikat terhadap tanah tersebut merupakan hasil dari proses
pendaftaran tanah yang sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA
bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang meliputi beberapa
rangkaian kegiatan dan diakhiri dengan adanya pemberian surat-surat tanda
bukti hak yang sah, yang dalam hal ini disebut dengan sertipikat sebagai tanda
bukti kepemilikan hak yang sah atas tanah tersebut. Dengan adanya Sertipikat
tanah akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada
pemegang hak atas tanah bersangkutan, dapat dilihat dan diketahui dengan
pasti siapa pemegang hak atas tanah. Jaminan perlindungan hukum yang

diberikan kepada pemegang hak atas tanah yang telah bersertipikat manakala



ada pihak lain yang mengajukan gugatan atau klaim kepemilikan hak atas tanah

seseorang.®

Dalam praktiknya, berdasarkan data yang diperoleh dari media
Kompas per tanggal 12 September 2024 bahwa terdapat sebanyak 2.6 juta objek
tanah yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).” Tanah
adat atau yang dimiliki secara turun temurun yang belum bersertipikat pada
umumnya masih menggunakan Letter C, Petok D, maupun surat keterangan dari
Kepala Desa dan lainnya dalam membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut.
Hal ini keliru dikarenakan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), lebih tepatnya
pada Pasal 19 mengenai “Pendaftaran Tanah”, terspesifik pada angka (1) dan
(2) yang menyatakan bahwa secara serempak setiap hak-hak atas tanah harus
didaftarkan demi mewujudkan suatu kepastian hukum, baik dalam bentuk
pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, pendaftaran hak atas tanah dan
peralihan atas hak tersebut, serta pemberian surat-surat yang dapat menjadi
tanda bukti hak sebagai bukti kepemilikan yang kuat. Apabila suatu tanah belum
memiliki sertipikat hak milik, maka tanah tersebut belum dapat dikatakan
sebagai hak milik, melainkan hak pakai.® Tanah sebagai salah satu aset yang

berharga bisa dijadikan sebagai objek jaminan dalam perjanjian utang piutang.

® Andy J. Hartanto, Hukum Pertanahan: Karakteristik Jual Beli Tanah yang Belum Terdafiar
Hak atas Tanahnya, Yogyakarta: LaksBang Justitita, 2020, him. 104.

7 Suhaeila Bahfein dan Hilda, 2024, Masih Ada 2.6 Juta Tanah yang Belum Terdafiar.
https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/12/19000022 1 /masih-ada-2-6-juta-bidang-tanah-
yang-belum-terdaftar, diakses: 10 Oktober 2024.

8 Albert, “Kajian Yuridis Tentang Eksistensi Hak Milik atas Tanah yang Belum Memiliki
Sertipikat Kepemilikan Tanah”, Jurnal Lex Crimen, Vol. V No. 2, 2016, hlm. 47.



https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/12/190000221/masih-ada-2-6-juta-bidang-tanah-yang-belum-terdaftar
https://www.kompas.com/properti/read/2024/09/12/190000221/masih-ada-2-6-juta-bidang-tanah-yang-belum-terdaftar

Namun, dalam hal belum adanya bukti kepemilikan yang sah terhadap tanah,
yaitu sertipikat hak milik secara tidak langsung membuktikan bahwa status
kepemilikan atas tanah belum tercatat secara administratif atas nama pemberi
jaminan, yaitu Debitur. Hal ini menimbulkan wurgensi dibutuhkannya
perlindungan hukum bagi posisi Kreditur dikarenakan penjaminan tanah yang
belum bersertipikat akan berpotensi merugikan para pihak dalam perjanjian di
masa depan karena tidak dapat memberikan perlindungan hukum mengenai
status kepemilikan tanah tersebut serta dapat mempersulit posisi Kreditur dalam
melakukan eksekusi terhadap objek jaminan tersebut jika Debitur ingkar janji

(wanprestasi).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan
permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum penjaminan tanah yang belum bersertipikat dalam
perjanjian utang piutang dikaitkan dengan Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang Hak Tanggungan?

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi Kreditur dalam penjaminan tanah
yang belum bersertipikat terhadap perjanjian utang piutang jika Debitur

wanprestasi?



C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah:
1. Untuk menganalisis akibat hukum penjaminan tanah yang belum
bersertipikat dalam perjanjian utang piutang dikaitkan dengan Pasal 10 ayat
(3) Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Kreditur dalam penjaminan
tanah yang belum bersertipikat terhadap perjanjian utang piutang jika

Debitur wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian yang berupa manfaat teoritis dan praktis dalam
penulisan skripsi ini adalah:
1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini bertujuan untuk menambah pengetahuan bagi pembaca
terkait akibat hukum dan perlindungan hukum bagi Kreditur dalam
penjaminan tanah yang belum bersertipikat terhadap perjanjian utang
piutang.
b. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penulisan ilmiah di masa
mendatang.
2. Manfaat Praktis
a. Kepada Masyarakat
Penelitian ini ditujukan agar masyarakat yang berada pada posisi

sebagai Debitur dan Kreditur yang terikat pada perjanjian utang piutang



agar lebih berhati-hati dan bijak dalam memberikan maupun menerima
jaminan terhadap perjanjian utang piutang.

b. Kepada Lembaga Perbankan
Penelitian ini ditujukan agar lembaga perbankan yang berposisi sebagai
Kreditur memahami kedudukannya sebagai penerima hak tanggungan
atas objek berupa tanah yang belum bersertipikat dan memberikan
tindakan antisipatif jika Debitur wanprestasi.

c. Kepada Pemerintah
Penelitian ini ditujukan agar Pemerintah melalui kantor-kantor
pertanahan agar lebih memerhatikan dan mendukung tanah-tanah yang
belum didaftarkan hak kepemilikannya (belum bersertipikat) untuk
segera didaftarkan kepemilikannya di kantor pertanahan, salah satunya
dengan menghimbau masyarakat dan memberikan sistem pendaftaran

tanah yang sederhana dan efisien.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perjanjian
Teori perjanjian dalam Buku III KUHPerdata berjudul “Perihal
Perikatan™ (Verbintenis), yang memiliki arti lebih luas dibandingkan kata
perjanjian. Pasal 1233 KUHPerdata menyatakan bahwa perikatan tercipta
akibat adanya suatu persetujuan atau dikarenakan Undang-Undang.
Disebutkan sebagai persetujuan karena terapat dua belah pihak yang setuju

dan bersepakat untuk melakukan sesuatu. Perjanjian atau persetujuan itu
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sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata, dinyatakan bahwa:
“Persetujuan adalah sesuatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Pengertian perjanjian
pada Pasal 1313 KUHPerdata ini ternyata terdapat beberapa kekurangan
sehingga mendapatkan kritik dari beberapa para sarjana hukum.

R. Setiawan selaku pakar hukum memberikan pendapat bahwa Pasal
1313 KUHPerdata memiliki beberapa kekurangan. Menurutnya Pasal
tersebut hanya meyebutkan persetujuan sepihak saja, sehingga dapat
dikatakan pasal ini kurang lengkap, kata mengikatkan diri dianggap
mempunyai kesan seolah perjanjian tersebut hanya sepihak, dimana secara
umum perjanjian akan melibatkan dua orang atau lebih. Kelemahan lainnya
pasal ini hanya menyebutkan perbuatan saja sehingga menimbulkan arti
yang sangat luas dan kurang spesifik.® Sehubungan dengan adanya
kelemahan itu, R. Setiawan memberikan pendapatnya mengenai perlunya

diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu:

a. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu

perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.

b. Menambahkan kata “saling mengaitkan diri”, dengan demikian

rumusan Pasal 1313 KUHPerdata menjadi perjanjian adalah suatu

% R. Setiawan, Pokok — Pokok Hukum Perikatan dalam Moses Nathanael, “Akibat Hukum
dari Perjanjian yang Dibuat dengan Tanggal Mundur”, Jurnal Unes Law Review, Vol. 6 No. 1, 2023,
hlm. 2870.
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perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengaitkan

dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Berdasarkan pengertian ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian
adalah suatu perbuatan hukum yang melahirkan suatu hubungan hukum
antara dua orang atau lebih dan menimbulkan ikatan hukum antara para
pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak yang lainnya atas

suatu prestasi.

Akibat terdapatnya kelemahan-kelemahan dari KUHPerdata
mengenai perjanjian ini, beberapa ahli hukum memberikan pendapat dan
mencoba untuk merumuskan definisi perjanjian agar menjadi lebih lengkap
guna mengurangi kelemahan-kelemahan ini. Menurut M. Yahya Harahap,
perjanjian adalah hubungan hukum yang menyangkut hukum kekayaan
antara dua orang atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan
memberikan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi atau

perjanjian.!
Perjanjian meliputi tiga unsur yaitu sebagai berkut :

a. Esensialia, yaitu unsur yang harus ada pada suatu perjanjian

b. Naturalia, yaitu unsur yang diatur dalam Undang-Undang

10 Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern
dalam Tiodor, Patricia Caroline (et.al), “Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara
Lisan”, Jurnal Krisna Law, Vol. 5 No. 1, 2023, him. 31.

11 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian dalam Ramadhanny, Tinjauan Umum
Tentang Perjanjian dan Utang, 2016, him. 19.
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Aksidentalia, yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika

pihak memperjanjikannya.

Adapun syarat-syarat sahnya perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal

1320 KUHPerdata diantaranya:

1.

2.

3.

4.

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
Suatu hal tertentu;

Suatu sebab yang halal.

Berdasarkan rincian ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata di atas, terdapat

syarat subjektif dan syarat objektif, yaitu:

a.

Syarat Subjektif:

Syarat subjektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat
pada poin nomor (1) dan (2), yaitu mengenai kesepakatan dan
kecakapan. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka akibat
hukumnya adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Syarat Objektif:

Syarat objektif dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat
pada poin nomor (3) dan (4), yaitu mengenai suatu hal tertentu dan
suatu sebab yang halal. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka
akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dalam terciptanya suatu perjanjian, tidak lepas dari suatu prestasi dan

pemenuhan akan prestasi tersebut. Oleh karenanya, dapat timbul suatu

perjanjian baru yang lahir dari perjanjian pokok, yang disebut dengan
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Perjanjian Tambahan (Accesoir). Perjanjian Accesoir ini merupakan suatu
perjanjian yang bersifat sebagai “tambahan” dan memiliki relasi dengan
perjanjian pokoknya.'? Oleh karena itu, terhadap adanya relasi antara
perjanjian pokok dengan perjanjian tambahannya, maka hal tersebut
berpengaruh pula terhadap gugurnya perjanjian tambahan yang mengikuti
gugurnya perjanjian pokoknya.

Adapun kaitan antara teori perjanjian dengan penelitian ini adalah
terdapatnya dua jenis perjanjian yang akan dibahas lebih lanjut, yaitu
mengenai perjanjian pokok, dalam hal ini perjanjian utang piutang yang
melibatkan para pihak, yaitu Debitur dan Kreditur yang di dalamnya
menimbulkan prestasi untuk memberikan sesuatu, sesuai dalam Pasal 1234
KUHPerdata, bentuk-bentuk prestasi antara lain untuk memberikan sesuatu,
yaitu pemberian pelunasan utang oleh Debitur kepada Kreditur. Dalam
pelaksanaan pemenuhan utang oleh Debitur seringkali dikaitkan dengan
salah satu cara yaitu penjaminan. Penjaminan merupakan salah satu bentuk
perjanjian tambahan (accesoir) yang lahir dan memiliki keterikatan dengan
perjanjian pokoknya, yaitu perjanjian utang piutang. Adapun perjanjian
penjaminan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penjaminan
terhadap benda tidak bergerak, yaitu tanah yang dijaminkan dengan

menggunakan mekanisme hak tanggungan.

12 M. Ulil Azam (et.al), “Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan
Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 184/Pdt.G/2013/PN.SMG antara CV.
Putra Melawan Bank Bukopin.Tbk)”, Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 2, 2017, hlm. 3.
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2. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum sebagaimana didefinisikan oleh R. Soeroso dalam Pengantar
Ilmu Hukum (hlm. 295), bahwa akibat hukum merupakan akibat dari suatu
tindakan yang dilakukan guna menerima akibat yang dikehendaki pelaku,
sehingga dapat diartikan bahwa akibat hukum merupakan hasil dari suatu
tindakan hukum. Adapun wujud dari berbagai akibat hukum, yaitu:
1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu keadaan hukum
2. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum, antara
dua atau lebih subjek hukum, di mana hak dan kewajiban pihak yang
satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.!?
3. Teori Perlindungan Hukum
Teori perlindungan hukum diungkapkan oleh seorang ahli bernama
Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan
harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang
dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari
kesewenangan.!* Selanjutnya, disebutkan bahwa terdapat 2 jenis
perlindungan hukum, yaitu secara preventif dan represif.
a. Perlindungan preventif adalah suatu bentuk perlindungan dimana rakyat

dalam hal ini diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya

13 Nafiatul Munawaroh, 2024, Perbuatan Hukum, Bukan Perbuatan Hukum, dan Akibat
Hukum, https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-1tSceb4f8ac3137/, diakses: 11
Oktober 2024.

1 Tim Hukum Online. Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli. 2022.

https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-
1t63366cd94dcbce/, diakses pada: 10 September 2024.



https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbuatan-hukum-lt5ceb4f8ac3137/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/
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sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk
mencegah terjadinya sengketa.

b. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh negara
kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan

hukum yang dimilikinya dalam kapasitas sebagai subjek hukum.

Adapun kaitan antara teori perlindungan hukum dengan penelitian ini
adalah perlindungan hukum menjadi kajian utama dalam penelitian ini, yang
ditujukan kepada subjek utama yaitu Kreditur yang berpotensi dirugikan
dalam perjanjian penjaminan tanah yang belum bersertipikat dalam

perjanjian utang piutang.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. E. Saifullah Wiradipradja dalam Penuntun Praktis Metode
Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum mendefinisikan Penelitian
hukum normatif sebagai jenis penelitian yang menitikberatkan pada
substansi apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan (law in

books) atau disebut sebagai hukum positif sebagai objek kajiannya.'®

15 E.Saefullah Wiradipradja, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya llmiah
Hukum. Bandung: Keni Media, 2015, him. 5 dalam Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode
Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024, hlm. 27.
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2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute

Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)
Pendekatan ini mengkaji lebih lanjut peraturan perundang-undangan
serta berbagai regulasi lainnya sesuai dengan permasalahan yang diteliti
dalam suatu rumusan permasalahan dalam penelitian.® Dalam penelitian
ini, terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat dikaji,
terutama ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdata dan
UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)
Pendekatan konseptual berkaitan erat dengan pandangan dan doktrin
yang berkembang dalam hukum guna mencari jawaban atas
permasalahan dalam penelitian.!” Dalam pendekatan konseptual ini akan
dilakukan dengan cara meninjau berbagai asas hukum, kaidah hukum,
doktrin hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis lainnya untuk

dapat memahami dan menjelaskan suatu fenomena hukum.!®

16 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009,
hlm. 93 dalam Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Publika
Global Media, 2024, hlm. 119.

1 Ibid., hlm. 120.
18 Ibid., hlm. 195.
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3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini bersumber pada:
1. Bahan Hukum Primer, berupa:
a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria
c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah
2. Bahan Hukum Sekunder, berupa:
Buku, jurnal, doktrin, hasil penelitian hukum, dan kamus hukum
yang berkaitan dengan penelitian.®
3. Bahan Hukum Tersier, berupa:
Artikel internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus
hukum, ensiklopedia umum, dan lainnya yang berfungsi menjelaskan
lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu berupa studi kepustakaan (bibliography study) yang

dilakukan dengan cara pengumpulan berbagai jenis sumber hukum yang

19 Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 32.

ban



18

dipublikasikan secara luas, seperti peraturan perundang-undangan, produk
hukum pengadilan (yurisprudensi), buku, jurnal ilmiah, makalah, serta

bahan hukum lainnya yang relevan dengan penelitian ini.?°

5. Teknik Analisis Bahan Hukum
Pada penelitian skripsi ini akan menganalisis bahan hukum yang telah
dikumpulkan dengan menggunakan metode analisis bahan hukum secara
deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono, bahwa teknik analisis deskriptif
kualitatif 1alah suatu metode penelitian yang digunakan dalam meneliti pada
kondisi objek yang alamiah dan analisis bahan hukumnya bersifat kualitatif
dan lebih menekankan makna dibandingkan generalisasi dan bentuk analisis
secara deskriptif kualitatif ini akan memberikan gambaran dan penjelasan
secara rinci terkait permasalahan yang diteliti.?! Teknik analisis ini dilakukan
tanpa menggunakan kesimpulan berdasarkan statistik, dengan demikian,
analisis dalam penelitian hukum normatif ini secara kualitatif melibatkan
penguraian, penafsiran, penilaian, dan sistematisasi terhadap bahan-bahan
hukum untuk memecahkan permasalahan hukum yang menjadi fokus
penelitian. Hasil analisis tersebut kemudian diuraikan secara rinci untuk
memberikan pemahaman mendalam terhadap masalah yang dibahas.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan
Metode penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan dengan metode

deduktif, dimana dalam suatu pola pikir yang dilandaskan kepada suatu fakta

20 Ibid., hlm. 129.

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016
dalam Anonim. Repository STIE PGRI Dewantara Jombang, 2021.
https://repository.stiedewantara.ac.id/2633/12/12.%20BAB%203.pdf, Diakses: 16 Oktober 2024.
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yang bersifat umum, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan pada suatu
fakta yang bersifat khusus.?? Hasil penelitian dalam skripsi ini berupa
proposisi umum yang kemudian akan dihubungkan dengan permasalahan
untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus dalam menjawab

permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini.

22 Amirudin dan Zainul Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004, hlm. 25.
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G. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini terbagi ke dalam empat bab yang terdiri dari
berbagai sub-bab sebagai pembahasan yang lebih rinci, adapun uraian keempat

bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum mengenai penelitian yang akan
dilakukan, dan terdiri dari berbagai sub-bab, seperti Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian,

dan Sistematika Penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan uraian pembahasan yang lebih rinci mengenai
berbagai objek dalam penelitian ini yang ditinjau dari berbagai sumber
kepustakaan. Bab ini akan membahas mengenai Perjanjian, Akibat hukum,
Penjaminan terkhusus pada Hak Tanggungan, Sertifikasi tanah, dan

Perlindungan Hukum terhadap Kreditur jika Debitur wanprestasi.

BAB III: PEMBAHASAN

Bab ini membahas dan menjawab sebagaimana terdapat di dalam
rumusan masalah, yaitu mengenai akibat hukum penjaminan tanah yang belum
bersertipikat dalam perjanjian utang piutang dan perlindungan hukum bagi
kreditur terhadap penjaminan tanah yang belum bersertipikat dalam perjanjian

utang piutang jika Debitur wanprestasi.
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BAB IV: PENUTUP
Bab ini akan memberikan kesimpulan dan saran sesuai dengan
permasalahan pada penelitian ini sehingga dapat memenuhi tujuan dan manfaat

penelitian.
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